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https://www.kompas.id/artikel/mengapa-pelanggaran-marak-terjadi-saat-psu-pilkada/amp
https://www.kompas.id/artikel/mengapa-pelanggaran-marak-terjadi-saat-psu-pilkada/amp
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=23366
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https://www.hukumonline.com/berita/a/ambang-batas-permohonan-

sengketa-Pilkada-tak-lagi-mutlak-diputus-dalam-proses-dismissal-

lt66cda341edab6/?page=2, Diakses terakhir tanggal 25 Juni 2025. 

Davianus Hartoni Edy, Hukum dan Etika dalam Putusan MK, terdapat dalam 

https://www.jpnn.com/news/hukum-dan-etika-dalam-putusan-mahkamah-

konstitusi Diakses terakhir tanggal 25 Juni 2025. 

_________, Visi Pendidikan Pasangan MANIS: Owena Mayang Shari dan 

Stanislaus Liah Berkomitmen untuk SDM Berkualitas, terdapat dalam 

https://kantongberita.co/2024/10/20/visi-owena-mayang-shari-untuk-

pendidikan-dan-kesehatan-di-mahakam-ulu/, Diakses terakhir tanggal 09 Juli 

2025. 

_________, Janji Politik Pejabat Tak Bisa Digugat Secara Perdata, terdapat dalam 

https://www.hukumonline.com/berita/a/janji-politik-pejabat-tak-bisa-

digugat-secara-perdata-hol22951/?page=2, Diakses terakhir tanggal 19 

Agustus 2025. 

Jamaludin Ghafur, Kampanye Pemilu dan Janji Politik, terdapat dalam 

https://law.uii.ac.id/blog/2018/12/04/kampanye-pemilu-dan-janji-politik-

oleh-jamaludin-ghofur-s-h-m-h/, Diakses terakhir tanggal 19 Agustus 2025. 

Irwan Hafid, Partai Politik dan Tindak Pidana Pemilu, terdapat dalam 

https://antikorupsi.org/id/partai-politik-dan-tindak-pidana-pemilu Diakses 

terakhir tanggal 23 Agustus 2025. 

Sumber Lain 
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 IDG Palguna “Penafsiran Konstitusi”, PPT disampaikan dalam Bimtek Hukum 

Acara Pengujian Undang-Undang bagi Ikatan Alumni Fakultas Hukum 

Universitas Diponegoro, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia, 13 Oktober 2021, Diakses terakhir tanggal 17 

Juni 2025. 

Panel II Sidang Perkara PHPU Gubernur, Bupati, dan Walikota, terdapat dalam, 

terdapat dalam https://www.youtube.com/watch?v=vabXLWsWDYA, 

Diakses terakhir tanggal 17 Juni 2025. 

Risalah Sidang Perkara Nomor 327/PHPU.BUP-XXIII/2025, Diakses terakhir 

tanggal 17 Juni 2025.  

Pan Mohamad Faiz, “Penafsiran Konstitusi”, PPT disampaikan dalam Pusat 

Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, 24 Agustus 

2022, Diakses terakhir tanggal 25 Juni 2025. 

https://www.youtube.com/watch?v=vabXLWsWDYA

